
Copyright © 2022, ISSN: 2528-5149/EISSN: 2460-7819 159

Available online
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jabm

Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis, Vol. 8 No. 1, Januari 2022
Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.17358/jabm.8.1.159

1 Corresponding author: 
  Email: novianti.gultom@gmail.com

ISU KRITIS DALAM PELAYANAN PERSALINAN SESAR: ANALISIS ISI
 

CRITICAL ISSUES IN UNNECESSARY CAESAREAN SECTION: A CONTENT ANALYSIS

Novianti Br Gultom*)1, Ujang Sumarwan**), Henny Kuswanti Suwarsinah*), Eva Zhoriva Yusuf*)

     *) Sekolah Bisnis, IPB University
Jl. Pajajaran, Bogor 16151, Indonesia

**)Departmen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University
Jl. Dramaga, Kampus Darmaga IPB, Bogor 16680, Indonesia

Abstract: The increase in an unnecessary caesarean section can endanger the mother, 
baby and also threaten the sustainability of the financing of the National Health Insurance 
(NHI) program. This study aims to identify critical issues surrounding managing consumer 
intentions to perform unnecessary caesarean sections and identify the role of stakeholders. 
Data collection was carried out through Focus Groups Discussion (FGD) with 14 experts 
and In-Depth Interviews (IDI) with 6 postpartum women. We transcribed interviews during 
the FGD and IDI into an interview text. The method of content analysis was carried out on 
the interview text. This study highlights the importance of managing the intention of the 
caesarean section in participants of the NHI and the importance of the three stakeholders, 
namely the role of the Ministry of Health, the role of BPJS Kesehatan, and the role of 
professional organizations. In particular, it is necessary to increase the role of doctors, 
midwives, and health workers through professional organizations together with the Ministry 
of Health and BPJS Health in managing the intention of caesarean section to educate 
pregnant women, especially primigravida women. In addition, the Ministry of Health needs 
to immediately establish guidelines for caesarean section services for medical indications, 
which are value for money guaranteed in the JKN program.

Keywords: content analysis, intention, National Health Insurance, unnecessary caesarean 
section, value for money

Abstrak: Peningkatan persalinan sesar yang bukan urgensi medis dapat membahayakan 
ibu, bayi dan juga mengancam kesinambungan pembiayaan program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi isu-isu kritis seputar pengelolaan 
intensi konsumen untuk melakukan persalinan sesar yang bukan urgensi medis dan 
mengidentifikasi peran pemangku kepentingan. Pengumpulan data dilakukan melalui Focus 
Groups Discussion (FGD) kepada 14 pakar dan In-Depth Interview (IDI) kepada 6 responden 
ibu pasca bersalin. Hasil wawancara selama FGD dan IDI dibuatkan teks hasil wawancara. 
Metode analisis isi dilakukan pada teks hasil wawancara tersebut. Hasil penelitian menyoroti 
pentingnya pengelolaan intensi persalinan sesar pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) dan pentingnya peran ketiga pemangku kepentingan, meliputi: peran Kementerian 
Kesehatan, peran BPJS Kesehatan, dan peran organisasi profesi. Secara khusus, perlu 
ditingkatkan peran dokter, bidan dan tenaga kesehatan melalui organisasi profesi bersama-
sama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam mengelola intensi persalinan sesar, 
dalam hal mengedukasi ibu hamil khususnya ibu dengan kehamilan pertama. Di samping 
itu, Kementerian Kesehatan perlu segera menetapkan pedoman pelayanan persalinan sesar 
atas indikasi medis yang value for money dijamin dalam program JKN.  

Kata kunci: analisis isi, intensi, Jaminan Kesehatan Nasional, persalinan sesar bukan 
urgensi medis, value for money
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PENDAHULUAN

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
dilaksanakan sejak tahun 2014 berdasarkan UU 2004 
dan UU 2011, yang bertujuan untuk memberikan 
kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi 
seluruh rakyat, yaitu memberikan akses pelayanan 
kesehatan kepada seluruh penduduk tanpa dibatasi 
oleh kemampuan keuangan masyarakat, sehingga 
dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat. 
Program JKN ini diselenggarakan oleh suatu badan 
hukum publik bernama Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan atau disingkat BPJS Kesehatan. 
Program JKN merupakan program strategis nasional 
yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan 
masyarakat. Dalam menyelenggarakan Program 
JKN tersebut, BPJS Kesehatan memegang prinsip 
kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, 
akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, 
dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan 
sosial seluruhnya untuk pengembangan program 
dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. BPJS 
menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional 
berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendanaan program JKN bersumber dari iuran yang 
dibayarkan oleh peserta dan pemberi kerja serta 
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. Perhitungan besaran iuran yang dibayarkan 
oleh masing-masing pihak tersebut ditetapkan di 
dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. 
Sementara itu, besaran pembiayaan manfaat 
sebagaimana iuran juga ditetapkan melalui Peraturan 
Pemerintah atau peraturan lain yang berlaku. Mengingat 
luasnya manfaat yang diberikan oleh program JKN, 
yang bersifat komprehensif (promotif, preventif, 
rehabilitatif dan kuratif), hal ini dapat mengancam 
kecukupan dana program yang dimiliki untuk membayar 
seluruh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan peserta, 
apabila tidak dilakukan pengendalian biaya secara 
baik. Sejak tahun pertama hingga lebih dari enam 
tahun penyelenggaraan Program JKN, BPJS Kesehatan 
mengalami defisit akibat klaim pelayanan kesehatan. 

Biaya perawatan kesehatan telah meningkat setiap 
tahun lebih dari rata-rata tingkat inflasi. Peningkatan 
biaya yang terus-menerus ini berujung pada kebutuhan 
untuk memahami bagaimana sumber daya yang terbatas 
dapat digunakan secara paling efisien dan efektif 
(Rascati, 2013). Dalam konteks proses bisnis progam 

JKN, terbatasnya biaya pelayanan kesehatan ini harus 
disertai dengan pengendalian pelayanan kesehatan 
yaitu memastikan pemberian paket manfaat pelayanan 
kesehatan hanya atas indikasi medis dan sesuai standar 
(Presiden RI, 2018). Oleh karena itu, penting untuk 
memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan 
dalam konteks program JKN adalah value for money.

Keberlanjutan program JKN secara garis besar 
ditentukan oleh kecukupan pendanaan program 
dan pembiayaan manfaat yang efektif dan efisien. 
Sesuai dengan asas manfaat yaitu asas yang 
bersifat operasional menggambarkan pengelolaan 
yang efisien dan efektif, maka untuk memastikan 
pembiayaan manfaat tidak melampaui indikator dana 
program, perlu dilakukan evaluasi secara mendalam 
atas berbagai kasus yang cenderung bersifat tidak 
diperlukan (unnecessary treatment) atau pelayanan 
yang berlebihan (overutilization), salah satu contohnya 
adalah peningkatan kasus persalinan sesar yang bukan 
urgensi medis, spesifiknya yaitu persalinan sesar tanpa 
komplikasi atau tanpa indikasi medis. Berdasarkan data 
klaim JKN, persalinan sesar ringan pada pelayanan 
rawat inap tingkat lanjutan klaim dalam JKN selalu 
menempati posisi teratas setiap tahunnya baik dari 
kasus dan biaya.

Tingginya rate persalinan sesar telah menjadi 
perhatian global bagi komunitas pelayanan kesehatan 
internasional selama lebih dari 3 dekade. Berdasarkan 
rate persalinan sesar yang dianggap ideal oleh komunitas 
pelayanan kesehatan internasional berkisar antara 10 
hingga 15%, namun dalam Program JKN proporsi 
persalinan sesar mencapai 38%. Negara dengan rate 
persalinan sesar tinggi memiliki risiko dan efek negatif 
baik bagi kesehatan baik bagi ibu maupun bagi bayi 
(Betrán et al. 2018; Sandall et al. 2018) dan menjadi 
penghalang dalam mencapai kepesertaan menyeluruh 
dalam jaminan kesehatan (Gibbons et al. 2010). 

Terdapat Ji et al. (2015) menyatakan indikasi 
dilakukannya persalinan sesar dapat dikategorikan 
menjadi tiga kelompok, yaitu indikasi medis atau yang 
sesuai pedoman, indikasi yang dibuat oleh dokter dan 
atas permintaan ibu. Salah satu faktor yang memengaruhi 
seorang ibu menjalani persalinan sesar adalah adanya 
influencer dari dokter, dengan indikasi yang dibuat 
oleh dokter. Indikasi ini meliputi komplikasi kehamilan 
tidak berat, oligohidramnion, janin berat, gawat janin 
tidak pasti, tali pusat janin di sekitar leher, gagal 
induksi persalinan, miopia berat, retardasi pertumbuhan 
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(2012) dan Sihombing et al. (2017) dan data klaim JKN 
diteliti oleh Andikashwari (2018). 

Dengan hanya menggunakan data sekunder, tidak 
dapat menggambarkan  secara keseluruhan potret 
masalah seputar tingginya proporsi persalinan sesar di 
Indonesia. Hasil penelitian terdahulu pada umumnya 
hanya menjawab berdasarkan variabel yang dimiliki 
oleh data sekunder tersebut. Namun, belum dapat 
menjawab hal lain di luar variabel yang ada. Di 
samping itu, beberapa penelitian mengemukakan 
adanya influencer yang memengaruhi keputusan 
metode persalinan sesar tersebut, seperti dokter, bidan, 
suami, teman dan kerabat (Ji et al. 2015, Gultom et 
al. 2021, Ansah, 2018, Soheili et al. 2017). Namun, 
sedikit penelitian yang menggali lebih dalam tentang 
peran pemangku kepentingan terhadap permasalahan 
tersebut di Indonesia. Studi ini mengisi gap penelitian 
tersebut dengan mengidentifikasi isu-isu kritis seputar 
peran pemangku kepentingan terhadap permasalahan 
intensi ibu hamil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 
isu-isu kritis seputar peran pemangku kepentingan 
dalam mengelola intensi konsumen untuk melakukan 
persalinan sesar yang bukan urgensi medis. Hipotesis 
penelitian ini adalah adanya peran pemangku 
kepentingan dalam pengelolaan intensi dan perilaku 
persalinan sesar pelanggan JKN.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Jakarta selama bulan April dan 
Mei 2021. Penelitian ini merupakan metode kualitatif 
menggunakan teknik wawancara. Jenis data dalam 
penelitian ini adalah data primer. Unit sampel dalam 
penelitian ini adalah responden pakar sebanyak 6 orang 
perwakilan Kementerian Kesehatan, 8 perwakilan 
BPJS Kesehatan 6 orang responden secara purposive 
sampling, yaitu mewakili ibu pasca bersalin sesar atas 
anjuran dokter tetapi bukan atas urgensi medis sebanyak 
6 orang. Teknik pengambilan data dilakukan melalui 
Focus Group Discussion (FGD) dan In-Depth Interview 
(IDI). Analisis data dalam penelitian dilakukan dengan 
metode analisis isi (content analysis), untuk menggali 
lebih dalam peran pemangku kepentingan terhadap 
perilaku persalinan sesar di Indonesia berdasarkan 
pengalaman narasumber dan responden penelitian.

intrauterin, ketuban pecah dini, plasenta letak rendah, 
dan infeksi antepartum (Ji et al. 2015). Berdasarkan 
data klaim JKN di Indonesia, indikasi yang ditetapkan 
dokter ini justru sebagian besar masuk dalam 20 besar 
diagnosis, misalnya ketuban pecah dini, gawat janin, 
dan oligohidramnion. Ini dapat terjadi karena belum 
adanya pedoman yang menetapkan batasan indikasi 
tersebut atau di Indonesia dikenal sebagai Pedoman 
Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) terkait 
persalinan sesar.

Menurut Hurley (2000), perawatan kesehatan berbeda 
dengan komoditas ekonomi lainnya dan menghasilkan 
kegagalan pasar. Oleh karenanya penting untuk 
merumuskan kebijakan publik di bidang kesehatan. 
Kekhasannya berakar pada empat karakteristik 
pelayanan kesehatan: pertama, permintaan pelayanan 
kesehatan timbul karena orang ingin sehat; kedua, 
eksternalitas; ketiga, asimetri informasi antara penyedia 
dan pasien; dan keempat, ketidakpastian mengenai 
kebutuhan dan efektivitas perawatan kesehatan. 
Informasi asimetris berarti dokter memiliki informasi 
tentang bantuan medis [misalnya, tarif perawatan 
kesehatan], yang mengakibatkan masalah moral hazard 
dan seleksi yang merugikan dalam hubungan pasien-
dokter (Major, 2019). Oleh karena itu, diperlukan 
second opinion untuk setiap keputusan, terutama yang 
terindikasi biaya tinggi atau risiko tinggi atau variasi 
tinggi (Betrán et al. 2018; Chen et al. 2018; WHO, 
2018).

Teori yang sering dipakai dalam penelitian tingginya 
persalinan sesar antara lain adalah Theory of Planned 
Behaviour (TPB) seperti yang dilakukan Edmonds et 
al. (2015), Soheili et al. (2017), Ghasemi et al. (2017), 
Otogara et al. (2018), Moshi et al. (2020), konsep 
sel-efficacy milik Bandura (1977) digunakan oleh Ji 
et al. (2015), Soh et al. (2020), model health-seeking 
behaviour telah digunakan oleh Kuuire et al. (2015), 
dan apa pula yang melakukan kombinasi TPB dengan 
health utilization model atau health belief model seperti 
Ansah (2018), atau dengan health-seeking behaviour 
seperti yang dilakukan Gultom et al. (2021). Penelitian 
lainnya melihat dari sudut pandang budaya China 
adanya tanggal lahir yang diinginkan atau dikenal 
dengan auspicious birth dates misalnya diteliti oleh 
Almond et al. (2013) dan Chu et al. (2015). Sedangkan 
penelitian di Indonesia mayoritas berupa analisis data 
sekunder misalnya data Riskesdas diteliti oleh Suryati 



Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship, Vol. 3 No. 2, May 2017162

P-ISSN: 2407-5434  E-ISSN: 2407-7321

Accredited by Ministry of RTHE Number 32a/E/KPT/2017

Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM), 
Vol. 8 No. 1, Januari 2022

bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan 
bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas, serta bayi baru 
lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten. 
Hasil realisasi anggaran Jampersal mengalami 
peningkatan walaupun selalu kurang dari 80%, yang 
banyak dimanfaatkan untuk belanja jasa. Namun, 
berdasarkan analisis regresi menunjukkan bahwa setiap 
pertambahan rupiah realisasi Jampersal secara statistik 
tidak signifikan meningkatkan persalinan di fasilitas 
kesehatan (Mukhlisa et al. 2020). Selain itu, hal lain 
yang diperoleh dalam studi ini yang terkait dengan 
peran Kemenkes adalah pentingnya ditetapkan regulasi 
dan pedoman terkait penyelenggaraan PONED oleh 
FKTP swasta. Selengkapnya peran Kemenkes dalam 
mengedukasi ibu hamil dan ibu bersalin dapat dilihat 
pada Tabel 1.

Tingginya proporsi persalinan sesar di Indonesia 
terbukti tidak berkontribusi menekan angka AKI dan 
AKB, hal ini sejalan dengan WHO (2015) bahwa rate 
persalinan sesar lebih dari 10% tidak akan mereduksi 
AKI dan AKB. Lalu mengapa program JKN harus 
terbebani pembiayaan yang bisa dikatakan tidak value 
for money dengan meningkatnya proporsi pemanfaatan 
persalinan sesar yang bukan urgensi medis dan 
bukannya meningkatkan pemanfaatan persalinan 
normal. Dalam hal ini perlu dilakukan edukasi 
mengingat adanya risiko yang ditimbulkan persalinan 
sesar sebagaimana Sandall et al. (2018) mengemukakan 
dampak buruk dari persalinan sesar, baik dalam jangka 
pendek (altered immune development, an increased 
likelihood of allergy, atopy, and asthma, and reduced 
intestinal gut microbiome diversity) maupun jangka 
panjang (di antaranya: pelvic adhesions, small bowel 
obstruction, menorrhagia, dysmenorrhoea, chronic 
pain, sexual dysfunction, subfertility, urinary and 
faecal incontinence, and pelvic organ prolapse).

Berdasarkan content analysis yang digunakan untuk 
meringkas, mencari unit makna, membuat kode, 
mengelompokkan kategori dan membuat tema-
tema kecil sesuai peran masing-masing pemangku 
kepentingan, disusunlah kerangka pemikiran 
sebagaimana tertuang pada Gambar 1. 

Langkah awal analisis isi adalah dengan membaca 
berulang teks hasil wawancara untuk memahami 
keseluruhannya, yaitu untuk mendapatkan pemahaman 
umum tentang apa yang disampaikan narasumber 
atau responden. Pada tahap ini akan didapatkan ide 
tentang poin atau gagasan utama yang disampaikan 
oleh narasumber. Selanjutnya teks tersebut dibagi 
menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yaitu menjadi 
unit-unit makna. Unit-unit makna ini perlu dipadatkan 
lebih lanjut. Saat melakukan ini, agar dipastikan makna 
intinya masih dipertahankan. Langkah selanjutnya 
adalah merumuskan kode, lalu mengelompokkan kode-
kode ini ke dalam kategori dan pada akhirnya dapat 
ditentukan tema. 

HASIL

Peran Kementerian Kesehatan dalam Mengedukasi 
ibu hamil 

Dalam studi ini diperoleh 23 unit makna yang terkait 
peran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang 
disarikan ke dalam 11 kode dan 6 kategori. Beberapa 
peran yang diharapkan dari Kemenkes hasil dari 
penelitian ini adalah dalam hal edukasi atau pemberian 
informasi bahwa persalinan itu tidak harus sesar. 
Berbagai program berupaya mendukung pelayanan 
persalinan, meliputi program JKN, program Jampersal, 
dukungan peran Pemda dan lain-lain, tetapi dalam 
sekian tahun implementasinya, Indonesia belum 
mencapai target-target Millennium Development Goals 
(MDGs) di tahun 2015 bahkan masih jauh dari target 
Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 
yang harus dicapai. Target tersebut di antaranya adalah 
AKI dan AKB. Menurut Bappenas (2019), Indonesia 
memiliki angka AKI dan AKB tertinggi se-ASEAN. 

Paket manfaat JKN juga perlu ditinjau kembali 
mengingat masih ada beberapa program lain yang 
dianggap belum optimal terkait AKI dan AKB tersebut. 
Mukhlisa et al. (2020) mengemukakan hasil evaluasi 
implementasi suatu program pemerintah bernama 
Jaminan Persalinan (Jampersal) di Indonesia yang 

Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian 
(Erlingsson dan Brysiewicz, 2017)

Abstraksi

Tema utama

Tema kecil

Kategori

Kode

Unit makna

Teks transkrip
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Tabel 1. Peran Kemenkes dalam mengedukasi ibu hamil
Ringkasan unit makna Kode Kategori
Kemenkes ikut mendorong atau menginformasikan bahwa persalinan itu tidak harus 
sesar.

Informasi oleh 
Kemenkes

Edukasi

Pembentukan persepsi masyarakat merupakan tanggung jawab Kemenkes. Edukasi oleh 
Kemenkes

Pentingnya keterlibatan Kemenkes dalam membentuk persepsi publik.
Ada isu tarif, yang memang ditetapkan Kemenkes. Tarif Tarif
Ada permintaan peninjauan tarif persalinan normal yang masih Rp700.000,-
Mengalihkan persalinan sesar ke persalinan normal bukan hanya karena isu biaya, 
tetapi juga karena isu AKI dan AKB yang masih tinggi.

Isu AKI dan 
AKB

Evaluasi

Saat ibu hamil dirujuk oleh FKTP melakukan USG ke rumah sakit, sepulang dari USG 
ibu hamil tersebut berubah haluan dari keinginan persalinan normal menjadi persalinan 
sesar.

Standardisasi Standardisasi 
& PNPK

Ada wacana kalau dulu ANC dibayar empat kali, akan menjadi enam kali yaitu 
penambahan dua kali USG di FKTP oleh dokter dengan kompetensi yang dimiliki.
USG hanya yang indikasi medis, itu dirujuk ke rumah sakit rujukan diagnostiknya, 
misalnya hamil terlalu muda, terlambat hamil, terlalu tua.
Persalinan normal tanpa penyulit bisa dilakukan di Puskesmas biasa, sedangkan 
persalinan dengan penyulit harus dilakukan di Puskesmas PONED.
Ada penurunan standar HB ibu hamil yang dapat dirujuk ke rumah sakit, semula 8 
menjadi 10.
USG menarik dalam perspektif orang yang agak tinggi pendidikannya untuk mengecek 
kehamilan seseorang.
Ketika orang tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara tertib, seharusnya tidak 
bisa dijamin.
Perlu restriksi hanya menjamin persalinan normal saja yang dijamin dalam JKN.
Salah satu kendala karena belum ada yang mengerjakan PNPK. PNPK 
Ada beberapa PNPK dari POGI yang rencananya akan disatukan dalam satu PNPK 
yaitu PNPK rujukan masa hamil, PNPK rujukan persalinan dan tata laksana persalinan 
di rumah sakit, yang di dalamnya ada tentang petunjuk teknis sesar emergensi dalam 
30 menit.
Indikasi medis untuk sesar belum ada.
Kemenkes belum mengadopsi Kriteria Robson. Belum 

implementasi 
Robson

Belum ada pedoman terkait penyelenggaraan PONED oleh FKTP swasta. Regulasi Regulasi
Kalau memang perilaku, artinya pembiayaan bisa ditekan, yang mau berkeinginan 
persalinan sesar bukan karena indikasi medis maka membayar sendiri.

Wacana tidak 
dijamin

Sedang dibahas dalam Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) apakah nanti persalinan 
tetap harus dijamin BPJS Kesehatan.

Wacana KDK Wacana KDK

Pembahasan Kebutuhan Kesehatan Dasar (KDK) nantinya hanya dijamin persalinan 
hanya sampai anak ke-4.
Dalam penerapan pembatasan, data penelitian ini bisa dipakai untuk uji publik 
penetapan KDK. 

Bahan uji publik
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isu kritis seputar rate persalinan sesar yang mana yang 
paling tepat untuk digunakan. Menurut survei BKKBN 
et al. (2018) rate persalinan sesar di Indonesia sebesar 
17%. Berbeda dengan angka tersebut, Ayuningtyas 
et al. (2018) menemukan proporsi sesar yang lebih 
tinggi hingga mencapai 70% khusus di DKI Jakarta. 
Andikashwari (2018) mengemukakan persentase 
persalinan sesar sebesar 33,49% berdasarkan klaim JKN. 
Beberapa penelitian terdahulu tersebut mengungkapkan 
angka yang berbeda-beda tergantung denominator yang 
digunakan. OECD (2017) mengemukakan penyebut 
atau denominator untuk menghitung rate persalinan 
sesar adalah 100 kelahiran hidup. Dengan cakupan 
kepesertaan program JKN yang telah mencapai 
84% populasi, maka proporsi persalinan sesar 38% 
berdasarkan klaim JKN pada tahun 2019 perlu dihitung 
kembali untuk mendapatkan rate persalinan sesar.

Isu kritis lainnya adalah hal-hal apa saja yang dibutuhkan 
penyelenggara program JKN untuk mampu berperan 
secara aktif dalam hal Belanja Kesehatan Strategis. 
Saat ini fungsi Belanja Kesehatan Strategis masih 
terbatas karena regulasi yang mengaturnya demikian. 
Di samping itu, posisi BPJS Kesehatan dianggap cukup 
sulit bergerak sendiri karena JKN hanya satu bagian 
dari banyaknya institusi yang saling terkait dalam 
sistem kesehatan. 

Peran Organisasi Profesi dalam Mengedukasi Ibu 
Hamil 

Asimetri informasi dalam pelayanan kesehatan 
sangat sulit dihindari. Berbagai kelompok referensi 
atau influencer atau orang-orang di sekitar juga 
memengaruhi, mengingat dapat terjadi informasi yang 
asimetris (Hurley, 2000). Informasi yang tidak memadai 
tentang metode persalinan sesar dan persalinan normal 
dapat menghambat penerimaan persalinan normal dan 
bahkan meningkatkan persalinan sesar. Untuk melihat 
faktor pendorong dari diri sendiri atau dari orang 
lain sekitarnya, Ji et al. (2015) telah mengidentifikasi 
adanya perubahan preferensi metode persalinan normal 
dari ibu hamil pada trimester kedua ke trimester ketiga 
ke persalinan sesar karena pengaruh indikasi yang 
ditentukan dokter (bukan indikasi sesuai pedoman/
guideline) atau disebut doctor-defined indications. 

Selain perlu meninjau paket manfaat, Kemenkes juga 
diharapkan meninjau kembali tarif persalinan normal 
sesuai dengan harga keekonomian. Di samping itu, 
perlu upaya pengalihan persalinan sesar ke persalinan 
normal dimaksudkan dalam rangka mengevaluasi 
AKI dan AKB yang belum berhasil diturunkan 
oleh Kemenkes. Menurut (Bappenas, 2019) Angka 
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 
di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara 
negara-negara tetangga di ASEAN. Hal ini sejalan 
dengan WHO (2015) bahwa pada tingkat populasi, 
rate persalinan sesar lebih tinggi dari 10% tidak terkait 
dengan pengurangan AKI dan AKB. 

Pada studi ini juga ditemukan isu patient safety dan 
ketiadaan standardisasi yang harusnya ditetapkan 
segera oleh Kemenkes. Namun negara yang telah 
dilengkapi dengan clinical guideline sekalipun seperti 
China, masih mengalami rate persalinan sesar yang 
tinggi diakibatkan oleh pengaruh dokter (Ji et al. 2015). 
Dengan demikian, intervensi dengan target dokter 
dan fasilitas kesehatan tetap perlu dilakukan untuk 
menanggulangi peningkatan persalinan sesar di China.

Peran BPJS Kesehatan dalam Mengedukasi Ibu 
Hamil 

Kondisi saat ini, BPJS Kesehatan telah beralih dari 
cara kerja konvensional ke modern pada internal 
proses bisnis maupun pada pelayanan peserta serta 
provider kerjasamanya (Hidayat et al. 2020). Media 
komunikasi kepada peserta juga penting dalam upaya 
mengedukasi ibu hamil. Saat ini, TV diangap bukan 
termasuk sharing media dan akan memberatkan dalam 
hal cost bagi operasional JKN. Media online sudah 
beralih dari mobileJKN menjadi media online yang 
lain karena terdapat beberapa kendala di mobileJKN. 
Hal ini membuat banyak peserta JKN menjadi tidak 
termotivasi. Terkait usulan publikasi angka persalinan 
rumah sakit dianggap belum diperlukan mengingat 
tantangan dalam hal kerahasiaan data. Selengkapnya 
peran BPJS Kesehatan dalam mengedukasi ibu hamil 
dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tingginya rate persalinan sesar telah menarik para 
peneliti untuk mengkaji topik seputar persalinan sesar 
di Indonesia. Selama FGD penelitian ini ditemukan 
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Tabel 2. Peran BPJS Kesehatan dalam mengedukasi ibu hamil
Ringkasan unit makna Kode Kategori
Perhitungan angka sesar per sasarannya ibu hamilnya, ibu bersalin. Denominator angka 

sesar
Konfirmasi data

Sasaran ibu bersalin sekitar 4,8 juta tahun ini
Pemilihan wilayah, keterwakilan dari tingkat sosial ekonomi. Representasi sampel
20% dari ibu bersalin kemungkinan komplikasi. Komplikasi
Perlu dianalisis persalinan sesar terbanyak di kelas rawat berapa. Kajian Melakukan kajian
Perlu dilihat studi yang pernah dilakukan Risnov dan mendorong waiting 
period supaya orang yang kepesertaannya sudah enam bulan baru bisa 
dijamin.
Sebagai bahan kajian, terkait keinginan ibu bersalin normal berubah sesar, 
agar dihubungkan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi.

Tingkat pendidikan

Tidak mengejutkan knowledge tidak berpengaruh bagi keputusan ibu hamil 
karena ibu hamil tau ketentuan BPJS Kesehatan (bahwa persalinan normal 
diarahkan ke FKTP, persalinan dengan penyulit diarahkan ke Puskesmas 
PONED atau dirujuk ke rumah sakit dan sesar pasti di rumah sakit).

Knowledge

Kalau BPJS Kesehatan sebagai strategic purchaser bertindak tegas tentu 
akan berdampak.

Strategic purchaser Sistem pembiayaan

BPJS Kesehatan harus selaras langkahnya dengan Kemenkes, yaitu peran 
Kemenkes harus lebih besar dalam memberikan informasi kepada sasaran 
ibu hamil.

Selaras dengan 
Kemenkes

Agak susah kalau BPJS Kesehatan yang mendorong, karena sistem 
pembiayaan hanya merupakan satu bagian dari sistem kesehatan yang lebih 
luas.

Sistem kesehatan

TV bukan termasuk sharing media dan akan memberatkan soal cost di BPJS 
Kesehatan. 

Media komunikasi Peran komunikasi

Saat ini media online sudah beralih dari mobileJKN menjadi media online 
yang lain.
Terdapat banyak masalah di mobileJKN sehingga orang tidak termotivasi.
Bila publikasi angka persalinan rumah sakit perlu memerhatikan 
kerahasiaan data.

Publikasi

Peran organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia 
(IBI), Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia 
(POGI), dan Himpunan Obstetri dan Ginekologi 
Sosial Indonesai (HOGSI), sangat penting dalam hal 
mengedukasi tidak hanya kepada ibu hamil, tetapi juga 
kepada suami peserta, kerabat/keluarga serta tenaga 
kesehatan itu sendiri baik dokter, bidan dan tenaga 
kesehatan lainnya. Organisasi profesi juga harus 
mengawasi praktik profesi anggotanya di lapangan 
sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk itu, 
organisasi profesi juga harus membuat pedoman kriteria 
indikasi medis dilakukannya persalinan sesar (guideline-
defined indicators) dan mengusulkan pengesahan 
PNPK atau oleh Kemenkes. Pada akhirnya diharapkan 
tidak ada lagi doctor-defined indications. Selengkapnya 
peran organisasi profesi dalam mengedukasi ibu hamil 
khususnya ibu dengan kehamilan pertama, dapat dilihat 
pada Tabel 3.

Dari pengelompokkan unit makna, kode dan kategori 
sehingga terbentuk tiga tema kecil yang terdiri dari 
tema peran Kemenkes, peran BPJS Kesehatan dan 
peran organisasi profesi, ternyata terbanyak berasal 
dari organisasi profesi. Hal ini menunjukkan perlunya 
ditingkatkan peran organisasi profesi khususnya dalam 
dalam mengedukasi ibu hamil khususnya ibu dengan 
kehamilan pertama. Terdapat beberapa organisasi 
profesi yang terkait dalam pelayanan ibu hamil dan 
ibu bersalin, di antaranya POGI, IBI, HOGSI dan IDI. 
Secara singkat, penelitian ini mengidentifikasi 58 unit 
makna, 35 kode, 15 kategori dan 3 tema kecil.

Implikasi Manajerial

Penelitian ini memberikan gambaran utuh isu kritis 
tentang situasi dan kondisi pelayanan persalinan sesar 
saat ini, sehingga diharapkan perbaikan peran masing-
masing pemangku kepentingan di masa yang akan 
datang. Salah satunya adalah adanya peningkatan 
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manajerialnya adalah mendorong agar organisasi 
profesi dan Kementerian Kesehatan untuk segera 
menerbitkan PNPK tersebut untuk menghilangkan 
keabu-abuan kriteria indikasi medis persalinan sesar. 

pemanfaatan sesar di Indonesia yang didorong oleh 
ketiadaan pedoman yang membatasi kriteria persalinan 
sesar dengan indikasi medis atau dikenal Pedoman 
Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK). Implikasi 

Tabel 3. Peran organisasi profesi/tenaga kesehatan dalam mengedukasi ibu hamil
Ringkasan unit makna Kode Kategori
Bidan di FKTP agar melakukan edukasi kepada ibu hamil bahwa ibu hamil 
mengupayakan persalinan normal terlebih dahulu.

Edukasi oleh 
bidan

Edukasi

Ibu hamil akan luar biasa termotivasi saat dimotivasi dokternya, di samping 
itu juga oleh bidannya.

Edukasi oleh 
dokter

Pembentukan persepsi pasien sangat erat kaitannya dengan masalah medis, 
sehingga perlu edukasi yang disampaikan oleh medis dokter, bidan atau 
perawat.

Edukasi oleh 
tenaga kesehatan

Masyarakat Indonesia lebih cenderung masyarakat yang menurut dengan 
dokter.

Asimetri 
informasi

Harus dilakukan cross-check dengan dokternya atau dengan rekam medis. Eviden rekam 
medik

Aspek klinis

Agar mengambil sampel dari rekam medis untuk melihat apakah perilaku 
dokter atau perilaku peserta.
VBAC menjadi hal yang wajib untuk diupayakan bagi re-sesar. VBAC Kompetensi VBAC
Dalam melakukan VBAC, dokter harus melakukan pemantauan ketat dan 
kalau terjadi kegagalan harus dilakukan sectio emergency dalam waktu 30 
menit.
Terjadinya peningkatan plasenta akreta (perlengketan setelah sesar) menjadi 
tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, menyebabkan VBAC sulit dilakukan.
TKMKB telah berkolaborasi dengan POGI. Kolaborasi 

organisasi profesi
Kolaborasi organisasi 
profesi

Ketidaktertarikan dari bidan bekerja sama dengan faskes dalam hal 
pengklaiman.

Tarif

Ada perubahan metode sear yang saat ini dilakukan yaitu melakukan jahitan 
beberapa otot dijahit satu kali, kalau dulu dijahit lapis demi lapis sehingga 
Segmen Bawah Rahim (SBR)-nya lebih tebal.

Standardisasi Standardisasi 

Di lapangan terdapat pengaruh tenaga kesehatan yang memotivasi ibu hamil 
agar menjalani persalinan sesar dengan alasan keamanan, sehingga ibu hamil 
berubah yang tadinya bisa persalinan normal, akhirnya dibikin penyulit atau 
seolah-olah masuk kriteria emergensi.

Patient safety 

Alasan untuk sesar di luar indikasi medis karena kecantikan, keinginan 
suami, atau apa, seberapa besar perilakunya si ibu.

Alasan non 
indikasi medis

Karena keinginan sendiri, karena malas, takut mengejan, kosmetik, biasanya 
untuk kebutuhan ekonomi tinggi. 
Menghubungkan antara perilaku ibu bersalin dengan dokternya.
Apakah memang ini keinginan dokter atau memang dia keinginan dari si ibu.
Sekarang yang disalahkan dokter spesialis, kalau permintaan keluarga, 
dokter tidak bisa menolak karena alasan Hak Asasi Manusia.
POGI menyatakan persalinan pertama kalau bisa jangan sampai sesar. Isu resesar
Kemungkinan sesar tinggi karena adanya re-sesar.
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Kesehatan perlu segera menetapkan pedoman (PNPK) 
pelayanan persalinan sesar atas indikasi medis, meliputi 
penjaminan pelayanan kesehatan yang value for money 
dalam program JKN.

Saran

Dalam penelitian ini, telah berhasil menggali peran 
dari tiga pemangku kepentingan. Untuk penelitian 
berikutnya, perlu digali lebih lanjut pengaruh 
pemangku kepentingan lainnya terhadap pelayanan 
persalinan sesar, misalnya fasilitas kesehatan tingkat 
pertama (Puskesmas dan Klinik) dan fasilitas kesehatan 
tingkat lanjutan (rumah sakit dan klinik utama), serta 
dibedakan atas kepemilikan swasta atau publik. Selain 
itu, terdapat isu pentingnya mengetahui rate persalinan 
sesar yang tepat. Dengan cakupan kepesertaan JKN 
hampir mencapai populasi, penelitian selanjutnya agar 
dapat melakukan ekstrapolasi untuk presisi menghitung 
rate persalinan sesar di Indonesia, misalnya dengan 
menggunakan crude birth rate untuk mengatasi 
ketiadaan angka lahir kelahiran hidup. 
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